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Pemermtah teiah bemsaha untuk menmgkatkan dan memperzahank 7

ketahanan pa:mgan Berbagm keb:]akan telah d:fempuh untuk men;amm .

ketersedman pangan bahkan mendmkan badan ketahanan pangan muia:
dan fmgkat nasional hmgga ke tmgkat kabupaten. Bebempa kaiangan
mengkm:k bahwa keb:jakan pangan selama i m: bersifat femporer dan
;usteru meiemahimn kedauiamn pangan. yang dmﬂm lebih bers:faf -----

stmi'egas -

T stilah straregis memiliki pe
| ngertian yang sangar beragam
&. namun secara umum yang di-

maksud dengan strategis dalam
tulisan ini adalah sesuatu yang
berkaitan dengan situasi yang me-
miliki implikasi positif dan pe-
ngaruh luas serta berefek jangka
panjang bagi kepentingan nasio-

nal.

Istilah kedaunlatan pangan saat ini
menjadi wacana, khususnya se-

telah Indonesia didera berbagai

krisis pangan dan meningkatnya impor
pangan yang berdampak pada mening-
katnya tingkat ketergantungan pangan
terhadap luar negeri. Kedaulatan dan
ketahanan pangan, keduanya memiliki
efek strategis, namun bila ditinjau dari
implikasi dan kesinambungannya, kedau-
latan pangan jauh lebih bersifat strategis
karena berefek jangka panjang,

Dalam pasal 1 ayar 17 Undang-undang
nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan,
ketahanan pangan didefinisi-kan sebagai
“kondisi terpenuhinya pangan bagi ru-
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. _bemh hlbrlda___._'_sepem yang pemah:._

:Pemenuhzm kebutuhan jangka Pen'._-f'___':_' |
.-___'dek dengan meiakukan impor dan,

. ' _sepcrtt yang: baru saja dilakukan pe—_i;'f-".

merintah denga_n menghapuskan bea'._'_'_f:_'

.1' _-masuk kom' dl_tas__ kedeia.l, skanime

terperangkap suatu dilema. Di satu
sisi dalam waku smgkat harus ‘me-
menu.h1 kebutuhan masyarakat akan
ketersediaan dan kecukupan pangan
(di rengah berbagai persoalan melon-
jaknya harga pangan dunia, dan ba-

han pangan impor lainnya) di sisi lain
dituntut untuk meningkatkan keman-

dman bangsa dalam bidang pangan
yang mau tidak mau harus dimulai
sejak sekarang karena jika tidak, maka
k@m_andiir_ian tidak akan terwujud.
Dengan kata lain kedaularan pangan
akan semakin jauh dari kenyataan.

Yéﬁg ﬁeﬁjédi persoalah adalah mana
yang terlebih dahulu harus dimulai;

ketahanan atau kedaulatan pangan?

Ironisnya, cara untuk mencapai ke-
duanya dapat saling bertentangan.

2 huep://suarawarga.info/home/index 05
Oktober 2007

: -'donesxa saat ini. tampaknya memaﬁg;:_

:Kedua, teiah terjadl perubahan para—-
.:dlgma swa—sembada menjadi paradlg-'_ )

ma ketahanan -pangan. _
Sebenarnya kedaulatan pangan seca- E
ra tidak langsung telah- dicetuskan -
pada masa awal orde baru dengan

mengembangkan kebljakan Repelita.
Di akhir dari program tersebur di--
harapkan Indonesia telah sepenuhnya
mampu berdaulat di bidang pangan
dengan ditandai oleh kemampuan
memproduksi peralatan mekanisasi
pertanian yang mandiri. Namun, apa
yang terjadi justeru sebaliknya. Tn-
donesia yang tadi telah mencapai:
puncak, kembali melaksanakan lang-
kah-langkah yang kurang lebih sama
dengan yang diprogramkan pada
Repelita-1 (1969-1974) yang berru-
juan memenuhi kebutuhan dasar dan
infrastruktur dengan penckanan pada
bidang pertanian. Bila program itu
tidak mengalami deviasi, seharusnya
kebutuhan dasar dan infrastrukuur
sudah bukan menjadi masalah lagi di

masa kini,

ﬁngganan petam untuk'.i_';_{'_"_




. 'f.'_':lu' :

- sutan }umiah lahan pertanian;, yang

~ memacu; pemenntah waktu itu un-
'tuk mau tidak mau harus mengam-

bil: kebgakan taktis yang ‘disadari
maupun tidak j justeru makin menja-
uhkan chrl dari swa—sembada o )

i Parédigmanya pun kemudian beralih
dari swa-sembada pangan menjadi

paradigma ketahanan pangan yang

ditandai dengan dikeluarkannya Kep-
pres nomor 132/2001 tentang De-
wan Ketahanan Pangan' yang diper-
baharui dengan ‘Perpres nomor 83/
2006, Tidak ada yang salah dengan
regulasi-regulasi tersebut namun kon-
disi fakrual telah menunjukkan bah-
wa hingga saat ini kedaulatan pangan
sangat sulit untuk diwujudkan. Ma-
syarakar seolah telah dicabut haknya
untuk berdaular, sebagaimana disoroti
oleh Ketua Serikat Perani Indonesia

bahwa ada tiga kebijakan yang telah

tu Pﬂvansasb hberahsa& dan "dere-
:'_gulam sebagai - dampak dari- h 311"3"_:-
' -:Konsensus Washmgton dengan pen-
i }elasan sebagal benkut _ 3

Pertama, privatxsasx yang dllak"": :
;'.;terhadap sektor yang. terkait dcngan :

‘pangan ternyata telah 1 menyita kedau-
Jatan® pangan dengan menurunkanj'_
fpos:.s'l tawar masyarakat dalam meng-
atur produksi,’ distribusi dan kon-'

”:ng_hantul dl depan mata kn:a
L “baik yang dlsebabkan oleh hama yang

' '_datang silih bergann maupun penyu— _

sumsi di sekror pangan. stmyah.r".
bahwa di sektor pangan saat ini kita
telah ‘tergantung pada mekamsme:'
pasar yang dikuasai oleh’ segeimnr
perusahaan raksasa dan tampaknya
amanah konstitusi yang menyatakan’r
bahwa “Cabang-cabang produksi 3 yang
menguasai hajat hidup 'ofang banyak
dikuasai olch negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran

rakyat” menjadi semakin jauh,

Kedua, liberalisasi perdagangan dengan
menyerahkan urusan pangan kepada
pasar sebagaimana “dipaksakan” oleh’
Letter of Intent IMF pada tahun 1998
telah menyebabkan krisis pangan.
Sementara itu mekanisme perdagang-

3 Henry Saragih, Kedaulatan Pangan, Ja-
lan Keluar Krisis Pangan Indonesia, heep:/
ferww.spi.orid/ip= 124 1 Feb 2008
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Coan pertaman yang ditentukan oleh

_ _'_(Agreemmt on Agrzmlmre, 1995) te—é.'_

lah memaksa negara ini untuk meia-'

S _kukan upaya hbefahsas; Akses pasar_.

pangan impor pun-sejak- 1995 men-
jadi sernakin -murah . sehmgga pasar
dan harga domestik menjadi tidak lagi
mampu. bersamg Petani, puyepa-
kin terpuruk. " '

Ketiga, munculnya pengaturan baru
(deregulasi) yang ternyata lebih ber-
pihak pada perusahaan besar namun

di sisi lain mengalahkan perranian
rakyat seperti peraturan tentang pe-’

nanaman modal asing;’ uhdéng-uné
dang tentang sumberdaya air, dan
berbagai peraturan lainnya yang men-
dorong privatisasi menuju suatu
monopoli atau kartel.

Warisan masa lalu

Dari beberapa fakta yang diuraikan
di atas, nampak bahwa keridak-
daulatan pangan sebenarnya merupa-
kan warisan masa lalu. Sebagaimana

pL a bar-lebar dengan
. menur 'kanbe masukyang dramétls'__._.
o i'_'bahkanhmgga'___ '
. dilakukan terhadap impor kedelai:
- -(1998 2008) dan beras (1998). Harga?-

pérsen sepem yang';i'_"z

S ' '_:dlsampmkan oleh Damanhun bahwai'_:
e 3-:perdagangan bebas: meialui WTC):. " Z_'keudz.lmlandman dan keudakdaulatan’_f.j

‘pangan’ merupakan resultante dari

_:berbagai fél{tor yang antara lain ada- .

lah warisan - “dari® produk keszakani

fmasa_. alu’ dltamb _deﬁgan produki_ff-"f_'.m

dari. perkembangan kontemporer.* 4

-_Warlsan dzperk;rakan masih’ akan'::;__"'-
‘menjadi * tongkat estafer” bag1 pemea;':"__
:nntahan mendatang :

Kids chonomi _"19:98: -y‘ang diperpa-
rah oleh kondisi yang disebabkan oleh
bubble economy hingga kini belum

dapat memulihkan kondisi swa-sem-

bada ‘pangan yang antara lain juga

diakibatkan oleh hberamsal ekonomi

yang dicetuskan ‘akhir tahun 1990an:
yang menyebabkan pezgerakan mo-

neter menjadi jauh lebih besar diban-

dingkan dengan pergerakan barang
dan jasa (decoupling). '

Beberapa pakar pun kahirnya meng?
akui akan_"kegagalan Konsesnsus

Washington. Tak pelak hal itu juga

diakui oleh Sri Mulyani Indrawati’

(Menkeu) yang oleh pengkritiknya
selama ini disebut sebagai pendukung

4 Didik S. Damanhuri, “Ekonomi Polirik
Kemandirian dan Kedaulatan Pangan
pada seminar nasional Penguatan Strate-
gi Ketahanan Pangan Nasional”, CIDES,
Jakarta, 25 Februari 2008
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EMF .dan Bank Dunia terutama ka—.:..
rena kedudukannya sebagal dlrf:kturf
eksekurtif di IME Dalam pertemuan:
“tahunan anggota . IME. dan Bank

Dunla di. Smgapura (19 29 Septem-}

| pemyataan keras kepada Bank Du—

nia untuk - menghentikan _“khot-'

bah”nya

Konsensus Washi.ngton telah mem-
bukrtikan kepada:kita bahwa lemba-
ga dunia.yang telah “mengobati’

berbagai negara dalam menuntaskan

krisis ekonomi ini tidak selamanya

memberikan metode yang ampuh.

Konsensus Washington memang ter-
bukti ampuh mengobati kebangkrut-
an beberapa negara di Amerika La-
tin pada pertengahan 1980 dan awal
1990 namun ternyata tidak cocok
untuk Indonesia.

Konsensus Washington yang sering
disebut sebagai pendekatan neoliberal
* dan dirancang oleh para ekonom lib-
eral dan konservatif ini terdiri atas
sepuluh’elemen yang dapat digolong-
kan menjadi tiga pilar yaitu disiplin
anggaran pemerintah (fiscal austerity

5 The Jakarta Post, * “Stop your preachmg,
Mulyani tells the World Bank,” 20 Sep-
tember 2006

atau. fiscal. dzszplme) liberalisasi pasar:
(mar,%et liberalization), dan prwatlsasx.s:_

BUMN. 6t

Warlsan sudah chtenma nasi su,da_h :

nah. mengakuz kesalahan Ini, peme—%&i_.
"_rmtah dan masyarakat pun seyogya
mulai bangkit untuk lebih mengede-
pankan paradigma kedaulatan pangan
daripada sekedar kekuatan menahan

kondisi yang bersifat temporer.

Kedaulatan adalah prioritas

Sudah menjadi kebijakan pemerintah--

an SBY-JK bahwa ketergantungan
terhadap impor harus dikurangi. Tam-
paknya kebijakan ini masih akan su-
lit diwujudkan, paling ridak utuk dua
alasan. Pertama, belum ada gagasan
yang implementatif, Dalam pemerin-
tahan orde baru dikenal dengan ber-
bagai gagasan yang implementarif se-
perti intensifikasi khusus, panca usa-
ha tani, dan lain sebagainya. Meka-
nisme tersebut memang secara impli-
sit masth dijalankan namun ada fak-
tor penghambat berikutnya, yaitu

¢ Tony Praseiantono, Menggugar Konsen-
sus Washington, Kompas, 29 September
2006.
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'-"'_:suhtnya menerapkan kontrol yang

]ad; permasalahannya bukan pada-__'
ketiadaan. kebljakan ‘namun suhtnya_": .

s _'_men"c_ ptakan gagasan baru (memper—_i{
- baiki’ blasanya Iebih ‘sulic- daripada-

o membuat) Pemenntah telah ‘menya-

- dan bahwa lima: sarnpal scpuiuh -
hun' mendatang Indonesia-harus ter- -

bebas dari ketergantungan terhadap'

impor:namun semua elemen masya-

rakat .pun harus menyadari bahwa

membebaskan diri dari ketergantung-

an terhadap. pihak asing tidak semu-
dah membalik telapak tangan.

Kasus masuknya pengaruh asing ke
dalam wilayah yurisdiksi Indonesia
perlu mendapat perhatian serius dari
seluruh lapisan masyarakat khususnya
para pengambil keputusan. Ungkap-
an “berdasarkan kemandirian dan
tidak bertentangan dengan keyakin-
an masyarakat” sebagaimana tertuang
dalam pasal-2 UU 7/1996 nampak-
nya menjadi petunjuk bahwa upaya
mewujudkan kemandirian tidak se-
mata-mata berhubungan dengan as-
pek teknis, namun terkait erat de-
ngan keyakinan masyarakat.

Kasus keberadaan Namru-2 (Naval
Medical research Unii-2) yang telah

"""en-dalam pencrapannya i

;bei;ada &i 1nd.on.és'ié se}ak '1970 m1-
.salnya, dapat di}adlkan contoh kong.'_:-_'-

s kit betapa sulitnya. menegakkan ke
daulatan. Berbagai falcea telah. menun—i'. o

jukkan bahwa keberadaan fasﬂitas it

tdak membemkan keuntungan mg—_‘;’f:'f '
_mﬁka_n bahkan telah melanggar ke
‘daularan RI namun- fakra itu tldak':"--"
'cukup kuat: untuk meyaklnkan seba—_:_:_ _

gian kecil “masyarakat”® yang ternya-
ra-memiliki pengarub kuat-(atau ber- -
usaha mempengaruhi kekuatan ter-
tentu).

Upaya yang perlu ditempuh

Dalam era globalisasi ini, hanya ke-
daulatan yang dapat menempatkan
Indonesia untuk dapat survive di

masa mendatang. Untuk itu, upaya
yang perlu dipertimbangkan antara

lain adalah:

Pertama, meningkatkan kesadaran dan
keyakinan kepada seluruh elemen
masyarakat dengan mengubah para-
digma ketahanan pangan menjadi
kedaulatan pangan. Pelaksanaan di
lapangan tidak harus secara spontan
menitikberatkan kedaulatan pangan.
Walaupun hal itu tidak dapat dicapai
dengan mudah akibat telah porak-

porandanya basis kemandirian perta-




. _'man, namun semangat bcrkedaulatan -
- inic perlu dicetuskan secara intensif,

- Secara’ p51kolog1s, _ungkapan kcdau?
“latan akan lebih Berdampak untuk'

_'menggaxrahkan rasa kebéngsaan ter-

) mandman, di sisi lain dapar menjada
semacam ‘eterrent’ bagi: pihak asing

yang: berusaha untuk melakukan Pen—
jajahan pangan” i _

Kedua, kemampuan intelijen perlu

diringkatkan untuk dapat melakukan
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'-'analmis yang lebih. komprehenmf ten-{?-- '
'tang berbagau bentuk dan sifar. an~f?
caman, kedaulatan pangan Bag1 pi-

- hak ‘asing; ketahanan pangan ‘merti-

" pakan peiuang dan kedaulatan pangan.
-'_u-':merupakan ancaman Kedaulatanzi -'

: iprogramkan. pangan merupaka_n ancaman, karena:‘"_

:“"5131 akan mémbangkltkan upaya ke« o

~sia. menjadi kuar, pihak asing tidak
dapar memasarkan produknya. “Pe-
lemahan kedaulatan” ini tentunya’
dilakukan dengan berbagai skenario
yang.dampaknya sulic dideteksi tan-

bila kemandirian" pertanian Indone-

pa analisis ‘perkiraan keadaan yang

mendalam dan komprehensifQ -






